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BAB III  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bahwa dalam melakukan tugasnya frontex sebagai agensi resmi dari UNI 

EROPA tidak sepenuhnya menghormati ketentuan dalam Konvensi Geneva 1951 dan 

Protokol New York 1967 yang menuntun kepada Massive Breach of Human Rights 

yang dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Operasi yang 

dilakukan oleh Frontex sendiri tidak dilakukan dengan maksimal dan tanpa melihat 

mengindahkan hak-hak dasar seseorang, menyebabkan jatuhnya korban jiwa, disertai 

adanya indikasi unsur kesengajaan dengan membiarkan tragedi ini terjadi. 

Penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan menyebabkan terhambatnya 

penerapan prinsip Non Refoulement di wilayah UNI EROPA, karena merupakan 

yurisdiksi Frontex untuk melakukan border action. Penentuan status seorang 

pengungsi bukan merupakan kewenangan dari Frontex melainkan kewenangan dari 

Negara penerima sesuai dengan isi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.  

UNHCR sebagai instasi yang berwenang dalam mengurusi masalah 

pengungsi, mempunyai peranan penting sebagai Guardian dalam menjamin 

dijalankannya prinsi Non Refoulement, dimana dalam tugasnya UNHCR memiliki 

kedudukan sebagai pimpinan dari operasi yang berkaitan dengan pengungsi serta 
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melakukan kerjasama dengan negara-negara ataupun organisasi Internasional demi 

menjamin perlindungan terhadap pengungsi di UNI EROPA. 

 

B. Saran 

Pada dasarnya lahirnya pengungsi diakibatkan keadaan tidak aman di daerah 

asalanya, mereka yang datang mencari suaka di Negara-negara anggota UNI EROPA 

maupun di seluruh dunia sebagian besar dari mereka adalah mereka yang dari daerah 

konflik seperti Afrika dan Timur Tengah perlunya adanya campur tangan dunia 

internsional untuk menekan konflik yang ada. Adapun jaminan atas penerapan asas 

Non Refoulement yang merupakan hal wajib bagi setiap Negara baik yang terikat 

ataupun tidak terikat oleh konvensi 1951 dan protocol 1967, adalah tanggung jawab 

setiap pihak, baik Negara penerima, UNHCR, termasuk Frontex karena merekalah 

pihak yang berwenang menjalankan operasi di perbatasan. Dalam menjalankan 

operasinya perlunya ada tim pengawas dari UNHCR yang ikut dalam tiap operasi 

yang dikoordinasi oleh Frontex seputar masalah imigran, dan juga perlunya tindakan 

tegas yang dijatuhkan bagi pelanggar prinsip Non Refoulement yang sudah tergolong 

dalam kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dapat diadili di pengadilan HAM 

Internasional. 
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